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NASABAH DAN PERBANKAN 
(Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Penyimpanan Barang 
Pada Safe Deposit Box di Maybank Surakarta) 
 
Abstrak 
Penelitian dengan judul “Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam 
Penyimpanan Barang Pada Safe Deposit Box di Maybank Surakarta” bertujuan 
untuk; a) Untuk mendeskripsikan konstruksi hubungan hukum antara nasabah 
pengguna safe deposit box dengan Maybank di Surakarta’ b) Untuk 
mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna safe deposit 
box  di Maybank Surakarta. Penelitian ini dengan pendekatan doktrinal, karena 
dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang 
dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. 
Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif menggambarkan terkait dengan 
objek yang diteliti, yaitu a) bagaimanakah konstruksi hubungan hukum antara 
nasabah pengguna safe deposit box dengan Maybank di Surakarta?; b) bagaimana 
perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna safe deposit box  di Maybank 
Surakarta? Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Perjanjian safe deposite box 
oleh bank pada akta perjanjian dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Kasus yang dialami oleh nasabah adalah bahwa isi berupa benda milik nasabah 
yang disimpan dalam brangkas banyak yang hilang. Hal ini berarti pihak bank 
melanggar Pasal 1714 KUHPerdata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6. Perjanjian safe deposite box pada 
Maybank jika ditelaah dengan hukum Islam hukumnya Safe Deposit Box ada;ah 
halal sebagaimana dijelaskan oleh MUI. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 
24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box. Isi perjanjian dimana memuat 
ketentuan nasabah baik dari segi hak maupun kewajibannya pada realitanya pihak 
nasabah dirugikan oleh bank.Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1320 KHUPerdata. 
Wanprestasi pada perjanjian jasa penitipan barang terdapat pada Pasal 1702 
KUHPerdata, Pasal 1719 KUHPer, Pasal 1728 KUHPerdata menjelaskan bahwa 
dan Pasal 1716 KUHPerdata. 
 
Kata kunci: perjanian, safe deposite box, wanprestasi 
 
Abstract 
Safe Deposite Banking Users (Maybank Case Study) "aims to; a) To describe the 
construction of legal relations between safe deposit box users and Maybank in 
Surakarta 'b) To describe the legal protection of safe deposit box users in 
Maybank Surakarta. This study uses a doctrinal approach, because in this study 
the law is conceptualized, as written norms created and promulgated by the 
institution or by the authorized state official. The type of study in this study is 
descriptive describing the object under study, namely a) how is the legal 
relationship construction between safe deposit box users and Maybank in 
Surakarta? ; b) what is the legal protection of safe deposit box users in Maybank 
Surakarta? The results obtained are: Safe deposit box agreement by the bank on 
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the agreement deed executed in accordance with applicable regulations. The case 
experienced by customers is that the contents of objects belonging to customers 
stored in the safe are lost. This means that the bank violates Article 1714 of the 
Civil Code. Pursuant to Law Number 10 of 1998 concerning Amendment to Law 
Number 7 of 1992 concerning Banking as stipulated in Article 6. A safe deposit 
box agreement with Maybank if examined under Islamic law, a Safe Deposit Box 
exists; ah lawful as explained by MUI. National Sharia Board Fatwa Number 24 / 
DSN-MUI / III / 2002 concerning Safe Deposit Boxes.The contents of the 
agreement which contains the customer's provisions both in terms of rights and 
obligations in reality the customer is harmed by the bank. This is not in 
accordance with Article 1320 KHUPerdata. Defaults in the custody service 
agreement are in Article 1702 of the Civil Code, Article 1719 of the Civil Code, 
Article 1728 of the Civil Code explains that and Article 1716 of the Civil Code. 
 
Keywords: agreement, safe deposite box, default, settlement 
 
1. PENDAHULUAN 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank juga memberikan jasa bank lainnya. 
Seiring dengan perkembangan zaman, industri perbankan mengalami perubahan 
besar karena deregulasi peraturan. Sehingga mengakibatkan bank lebih kompetitif 
dalam menyediakan jasa bank lainnya. 
 Jasa tersebut diantaranya adalah layanan Safety Deposit Box atau kotak 
penyimpan barang berharga merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta 
atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan 
ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga 
keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. 
 Layanan Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan 
harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan 
ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api 
untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Kondisi ketidakpastian selalu 
menambah rasa khawatir, terutama menyangkut keamanan barang-barang yang 
tidak ternilai harganya. Dalam menentukan pilihan untuk tempat penyimpanan 
yang tepat, tentunya harus memilih tempat yang terpercaya (Tampubolon, 2014 ).
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 Safe Deposit Box merupakan wujud daripada jasa pelayanan yang 
memiliki landasan hukum pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang 
Perbankan yaitu “penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau 
kontrak antara bank umum atau penitip, dengan ketentuan bank umum yang 
bersangkutan tidak mempunya hak atas harta tersebut”. 
 Pada Tahun 2008 salah satu nasabah di Bank BII menggunakan jasa safe 
deposite box dengan isi surat berharga dan perhiasan. Akan tetapi ketika hendak 
mengambil barang miliknya yang disimpan, nasabah dibuat kaget diakrenakan 
perhiasan dan emas batangan seharga 3 milyar rupiah hilang/ Nasabah langsung 
melakukan laporan kepada Customer Complaint Form BII dan pihak berwajib 
untuk dilakukan proses penyelidikan. Nasabah melakukan tuntutan kepada pihak 
Bank BII diakrenakan melakukan perbuatan melawan huukm yang menyebabkan 
kerugian kepada nasabah. Pihak Bank BII merespon kepada nasabah bahwa dalam 
perjanjian sewa safe deposit box pihak bank tidak bertanggungjawab bila terjadi 
pencurian atau kehilangan barang milik dari nasabah. Akan tetapi melalui kuasa 
hukum dari nasabah menyatakan bahwa BII harus bertanggungjawab ataas 
kehilangan baang milik dari nasabah, hal tersebut berdasarkan ketentuan 
KUHPerdata Pasal 1365 yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang 
menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. 
 Perbuatan yang dilakukan oleh pihak BII telah melanggar ketentuan Pasal 
7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah 
mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha, yaitu: a) Beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya; b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan 
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; c) Memperlakukan atau 
melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d) Menjamin 
mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan 
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e) Memberi 
kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau 
jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
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dan/atau diperdagangkan; f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 
konsumen tidak sesuai dengan perjanjan.  
 Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha 
merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan itikad 
baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik.  
 Jasa pelayanan safe deposite box merupakan perjanjian sewa-menyewa 
yang sifatnya baku atau memiliki standarisasi dengan beberapa kelebihan jika 
dilihat dari banyaknya waktu, tenaga maupun biaya yang dapat dihemat. Pada sisi 
yang lain bentuk dari perjanjian baku tersebut menempatkan seorang debitur 
sebagai penyewa tidak ikut dalam pembuatan klausul-klausul kontrak perjanjian. 
Hal ini sangat merugikan pihak debitur jika suatu saat terjadi kerugian materi 
yang dideritanya atas penggunaan jasa safe deposite box (Kristiyanti, 2014). 
 Isi perjanjian sewa-menyewa pada jasa safe deposite box mencantumkan 
klausul eksonerasi yang mana pada klausul tersebut membatasi atau bahkan 
menghapus sama sekali tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha 
(Janice et.all, 2016). 
 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Penyimpanan 
Barang Pada Safe Deposit Box di Maybank Surakarta”. 
 
2. METODE  
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai 
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh 
pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang 
otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.  Oleh 
karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan 
perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Dari 
berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih 
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bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi  peraturan perundang-
undangan dan penemuan hukum in-concreto. Tipe kajian dalam penelitian ini 
lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang 
berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu a) bagaimanakah 
konstruksi hubungan hukum antara nasabah pengguna safe deposit box dengan 
Maybank di Surakarta?; b) bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah 
pengguna safe deposit box  di Maybank Surakarta?  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Konstruksi Hubungan Hukum antara Nasabah Pengguna Safe Deposit 
Box Dengan Maybank Di Surakarta 
Hak Daripada Bank (Kreditur) dalam perjanjian safe deposite box diantaranya 
adalah; a) Bank berhak secara sepihak persetujuan dari penyewa untuk melakukan 
pembongkaran terhadap safe deposit box yang disewa oleh penyewa; b) Apabila 
Costumer key hilang dan kunci safe deposit box rusak sehingga safe deposit box 
tidak dapat dibuka tanpa membongkarnya terlebih dahulu, sesuai dengan 
ketentuan tata cara pembongkaran yang diatur dalam perjanjian ini; c) Jangka 
waktu sewa telah berakhir tetapi tidak diperpanjang atau harga sewa tidak dibayar 
walaupun telah diperingatkan oleh bank; d) Apabila terjadi pembongkaran 
sebagaimana yang dimaksud pasal 3, maka 3 (tiga) bulan sejak terjadi 
pembongkaran tersebut bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh penyewa 
untuk menjual barang-barang yang disimpan dengan harga berapa pun yang 
dianggap wajar oleh bank; e) Hasil penjualan tersebut selanjutnya akan digunakan 
membayar uang sewa yang menunggak serta biaya lain yang ditimbulkan kepada 
olehnya dan jika ada kelebihan, bank akan menyimpannya atau dikembalikan 
kepada penyewa atau pemegang kuasa tanpa bunga apapun. 
 Pihak bank dalam menjalankan hak maupun kewajiban berdasarkan Pasal 
1694 KUHPerdata bahwa penitipan barang terjadi apabila seorang menerima 
brang dari orang lain dengan kewajiban unutuk menyimpan barang itu dikemeudia 
hari mengembalikan barang itu sewujud seperti semula (in natural). 
 Pihak bank sebagai Subyek hukum pada perjanjian penitipan barang 
 6 
 
dijelaskan pada Pasal 1696 KUHPerdata menjelaskan bahwa penitipan barang 
yang sejati dianggap dibuat dengan Cuma-Cuma, jika tidak diperjanjikan 
sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai baran-baran yang bergerak. Pasal 
1728 KUHPerdata menjelaskan bahwa orang yang menitipkan barang diwajibkan 
mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya semua 
kerugian disebabkan karena penitipan itu.  
 Hak daripada pihak bank pada perjanjian safe deposite box dijelaskan pada 
Pasal 1729 KUHPerdata dijelaskan bahwa; semua yang harus dibayar tersebut 
belum dilunasi oleh si penitip barang maka pihak penerima titipan berhak untuk 
menahan barang titipan sampai dilunasi. 
 Selain itu pihak bank dalam menjalankan kewajibannya pada perjanjian 
safe deposite box berdasarkan Pasal 1714 KUHPerdata menjelaskan; Si penerima 
titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya. 
Dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang 
yang sama seperti yang dititipkan, tak peduli apakah mata uang itu telah naik atau 
telah turun nilainya. 
 Kewajiban pihak bank dalam perjanjian safe deposite box dijelaskan pada 
Pasal 1715 KUHPerdata menjelaskan;  Si penerima titipan hanya diwajibkan 
mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaannya pada saat 
pengembalian itu. Kemunduran-kemunduran yang dialami barangnya diluar 
kesalahan si penerima titipan, adalah atas tanggungan pihak yang menitipkan. 
 Pihak bank dalam perjanjian safe deposite box merupakan fungsi utama 
dari perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 
masyarakat, hal ini dijelaskan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perbankan bahwa lembaga perbankna memiliki misi dan fungsi 
sebagai agen pembangunan (agent of development). Dasr-dasar perbankan 
mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara 
masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarkat yang kekurangan dana 
(Kasmir, 2015). 
 Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia menurut 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6 adalah 
sebagai berikut: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu; b) Memberikan kredit; c) Menerbitkan 
surat pengakuan hutang; d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri 
maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; e) Memindahkan uang 
baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f) 
Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada 
bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 
dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g) Menerima pembayaran dari 
tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antarpihak ketiga; 
h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i) 
Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 
kontrak; j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 
dalam bentuk surat berharga yangtidak tercatat di bursa efek; k) Melakukan 
kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; l) 
Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip 
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; m) 
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 
bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 Perjanjian safe deposite box yang dilakukan oleh bank pada akta perjanjian 
isinya dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari KUHPerdata 
maupun Undang-undang Perbankan, akan tetapi dalam realitanya terjadi beberapa 
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank. 
 Kasus yang dialami oleh nasabah adalah bahwa isi berupa benda milik 
nasabah yang disimpan dalam brangkas banyak yang hilang. Pihak bank beralasan 
bahwa itu diluar tanggungjawab, akrena pihak bank tidak mengetahui isi daripada 
brankas milik nasabah. 
 Hal ini berarti pihak bank melanggar Pasal 1714 KUHPerdata menjelaskan;  
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Si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah 
diterimanya. Dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan 
dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan, tak peduli apakah mata uang 
itu telah naik atau telah turun nilainya. 
 Kasus yang terjadi bukan berasal daripada pihak nasabah, akan tetapi 
daripada pihak bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
yang tertuang dalam Pasal 6 pihak bank tidak menjalankan fungsinya dalam; a) 
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; b) Melakukan 
kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; c) 
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 
bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 Kesimpulan daripada perjanjian safe deposite box antara pihak bank dan 
nasabah berupa kontrak dimana isinya sudah sesuai dengan peraturan hokum yang 
berlaku yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan. Akan tetapi pada implementasinya pihak bank merugikan nasabah atas 
kehilangan beberapa benda dalam brankas, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan 
hokum yang berlaku yaitu Pasal 1714 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan pada Pasal 6, yaitu; a) Menyediakan tempat untuk menyimpan 
barang dan surat berharga; b) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan 
pihak lain berdasarkan suatu kontrak; c) Melakukan kegiatan lain yang lazim 
dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Perjanjian safe deposite box pada Maybank jika ditelaah dengan hukum 
Islam hukumnya halal sebagaimana dijelaskan oleh MUI. Fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box: a) 
Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box  (SDB) dilakukan dengan 
menggunakan akad Ijarah (sewa); b) Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB 
merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; c) 
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Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga 
yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh Negara; d) Besar biaya sewa 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan; e) Hak dan kewajiban pemberi sewa dan 
penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan 
dengan rukun dan syarat Ijarah. 
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Di 
Maybank Surakarta 
Hak Debitur pada perjanjian safe deposite box berupa; a) Penyewa hanya dapat 
mengunakan Safe Deposit Box yang disewanya untuk menyimpan perhiasan, 
surat-surat penting dan barang-barang berharga lainnya dan dilarang mengunakan 
Safe Deposit Box untuk menyimpan senjata api, barang-barang yang dilarang oleh 
Undang-Undang/Pemerintah dan zat-zat kimia yang diduga dapat 
membahayakan/merusak Safe Deposit Box dan lingkungan sekitarnya; b) 
Penyewa atau Pemegang Kuasa diperolehkan memasuki ruangan khasanah tempat 
menyimpanan Safe Deposit Box dan berhak membuka Safe Deposit Box yang 
diseakan guna mengeluarkan barang-barangnya pada setiap hari kerja dengan 
ketentuan setiap kunjungan ke dalam ruangan khasanah maksimal 15 menit; c) 
Penyewa atau Pemegang Kuasa hanya dapat membuka safe deposit box dengan 
bantuan seorang petugas/pegawai Bank yang ditunjuk; d) Penyewa berhak untuk 
menghentikan sewa safe deposit box ini secara sepihak setiap saat sebelum jangka 
waktu sewa berakhir, tetapi berhak menuntut bank untuk membayar ganti rugi 
mengembalikan bagian dari harga sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan; 
e) Penyewa hanya dapat mengunakan Safe Deposit Box yang disewanya untuk 
menyimpan perhiasan, surat-surat penting dan barang-barang berharga lainnya 
dan dilarang mengunakan Safe Deposit Box untuk menyimpan senjata api, barang-
barang yang dilarang oleh Undang-Undang/Pemerintah dan zat-zat kimia yang 
diduga dapat membahayakan/merusak Safe Deposit Box dan lingkungan 
sekitarnya; f) Hanya penyewa atau pemegang kuasa yang berhak menandatangani 
dokumen yang berkaitan dengan penyewaan Safe Deposit Box sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 
KHUPerdata yaitu a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam hal ini 
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pihak bank dan debitur atau nasabah; b) kecakapan membuat suatu kontrak; c) 
suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal. 
 Kewajiban Debitur pada perjanjian safe deposite box berupa; a) Apabila 
dipandang perlu dan atas permintaan bank, penyewa atau pemegang kuasa wajib 
memperlihatkan kepada bank isi safe deposit box yang disewakan; b) Penyewa 
wajib menguasai dan menyimpan sendiri Costumer key dengan baik dan 
bertanggungjawab penuh atas kerugian yang timbul akibat hilang atau rusaknya 
Costumer Key tersebut; c) Penyewa wajib segera memberitahukan kehilangan 
anak kunci dengan melampirkan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan 
Kehilangan dari kepolisian setempat terhitung sejak tanggal kehilangan tersebut. 
Apabila hal ini terjadi, maka bank dapat melaksanakan haknya yang diatur pada 
perjanjian ini; d) Penyewa wajib segera mengosongkan safe deposit box dan 
mengembalikan Costumer key yang dikuasainya dalam keadaan baik kepada bank 
paling lambat pada tanggal berakhirnya perjanjian safe deposit box dijalankan 
berdasarkan Pasal 1728 KUHPerdata menjelaskan bahwa orang yang menitipkan 
barang diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti 
kepadanya semua kerugian disebabkan karena penitipan itu. Pasal 1729 
KUHPerdata dijelaskan bahwa semua yang harus dibayar tersebut belum dilunasi 
oleh si penitip barang maka pihak penerima titipan berhak untuk menahan barang 
titipan sampai dilunasi. 
 Perjanjian safe deposite box yang merupakan benda daripada nasabah 
sesuai dengan Pasal 509 KUHPerdata bahwa benda bergerak adalah benda-benda 
yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinaytakan sebagai 
benda bergerak (Kasmir, 2015). 
 Isi perjanjian dimana memuat ketentuan nasabah baik dari segi hak 
maupun kewajibannya sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu 
berdasarkan KUPerdata. Akan tetapi pada realitanya pihak nasabah dirugikan oleh 
bank dalam perjanjian safe deposite box yaitu pihak nasabah merasa kehilangan 
sejumlah barang yang disimpan dalam brankas.Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 
1320 KHUPerdata yaitu a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam hal 
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ini pihak bank dan debitur atau nasabah; b) kecakapan membuat suatu kontrak; c) 
suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal dimana pihak bank tidak memenuhi 
perjanjian dalam bentuk pengamanan benda milik nasabah 
 Perbvuatan bank yang tidak menjaga benda milik nasabah pada perjanjian 
safe deposite box merupakan katgeopri wanprestasi. Wanprestasi pada perjanjian 
jasa penitipan barang terdapat pada Pasal 1702 KUHPerdata menjelaskan; “Jika 
penitipan barang dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang belum 
cakap untuk membuat perjanjian, maka pemberi titipan, selama barang itu masih 
ditangan penerima titipan, dapat menuntut pengembalian barang itu; tetapi jika 
barang itu tidak ada lagi di tangan penerima titipan maka pemberi titipan dapat 
menuntut ganti rugi sejauh penenma titipan mendapat manfaat dan barang titipan 
tersebut” (Kasmir, 2015). 
 Pasal 1719 KUHPer mengatur sebagai berikut:  “Si penerima titipan tidak 
diperbolehkan mengembalikan barang titipan selain kepada orang yang 
menitipkan kepadanya, atau kepada orang yang atas namanya penitipan itu telah 
dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya. 
 Pasal 1728 KUHPerdata menjelaskan bahwa: “Pemberi titipan wajib 
mengganti semua biaya yang dikeluarkan penyimpan guna menyelamatkan barang 
titipan itu serta segala kerugian yang didentanya karena penitipan itu” (Kasmir, 
2015). 
 Jika suatu keadaan memaksa atau overmacht semisal kebakarn, gempa 
bumi atau pencurian sehingga barang tidak dapat dikembalikan dan dalam hal ini 
penerima titipan mendapat ganti rugi berupa barang penggantian harga (asuransi) 
maka pihak penerima titipan wajib menyerahkan penggantian kepada pihak 
penitip barang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1716 KUHPerdata yaitu: 
“jika barangnya dengan paksaaan dirampas dari tangannya si penerima titipan dan 
orang ini telah menerima harganya atau sesuatu barang lain sebagai gantinya, 
maka ia harus mengembalikannya kepada orang yang menitipkan barang” 
(Subekti dan Tjitrosoedibio, 2003). 
 Perjanjian safe deposite box pada isi kontrak mengenai perlindungan 
terhadap nasabah dijalankan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku yaitu 
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KUHPerdata pada Pasal 1320 yang memuat syarat sahnya perjanjian. Akan tetapi 
pad arealitanya, pihak nasabah dirugikan oleh bank akrena tidak mampu menjaga 
benda yang berharga milik nasabah pada brankas. Hal ini merupakan perbuatan 
wanprestasi yang melanggar Pasal 1702 KUHPerdata, Pasal 1719 KUHPer, Pasal 




4.1.1 Konstruksi Hubungan Hukum Antara Nasabah Pengguna Safe Deposit Box 
Dengan Maybank Di Surakarta 
Perjanjian safe deposite box yang dilakukan oleh bank pada akta perjanjian isinya 
dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari KUHPerdata maupun 
Undang-undang Perbankan, akan tetapi dalam realitanya terjadi beberapa 
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank. Kasus yang dialami oleh nasabah 
adalah bahwa isi berupa benda milik nasabah yang disimpan dalam brangkas 
banyak yang hilang. Pihak bank beralasan bahwa itu diluar tanggungjawab, 
akrena pihak bank tidak mengetahui isi daripada brankas milik nasabah. Hal ini 
berarti pihak bank melanggar Pasal 1714 KUHPerdata menjelaskan;  Si penerima 
titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya. 
Dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang 
yang sama seperti yang dititipkan, tak peduli apakah mata uang itu telah naik atau 
telah turun nilainya. Kasus yang terjadi bukan berasal daripada pihak nasabah, 
akan tetapi daripada pihak bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6. 
 Perjanjian safe deposite box pada Maybank jika ditelaah dengan hukum 
Islam hukumnya halal sebagaimana dijelaskan oleh MUI. Fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box: a) 
Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box  (SDB) dilakukan dengan 
menggunakan akad Ijarah (sewa); b) Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB 
merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; c) 
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Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga 
yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh Negara; d) Besar biaya sewa 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan; e) Hak dan kewajiban pemberi sewa dan 
penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan 
dengan rukun dan syarat Ijarah. 
4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box  Di 
Maybank Surakarta 
Isi perjanjian dimana memuat ketentuan nasabah baik dari segi hak maupun 
kewajibannya sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu 
berdasarkan KUPerdata. Akan tetapi pada realitanya pihak nasabah dirugikan oleh 
bank dalam perjanjian safe deposite box yaitu pihak nasabah merasa kehilangan 
sejumlah barang yang disimpan dalam brankas.Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 
1320 KHUPerdata. Perbuatan bank yang tidak menjaga benda milik nasabah pada 
perjanjian safe deposite box merupakan katgeopri wanprestasi. Wanprestasi pada 
perjanjian jasa penitipan barang terdapat pada Pasal 1702 KUHPerdata, Pasal 
1719 KUHPer, Pasal 1728 KUHPerdata menjelaskan bahwa dan Pasal 1716 
KUHPerdata. 
4.2 Saran 
Untuk pihak bank, diharapkan kedepannya dalam menjalankan perjanjian 
dipenuhi tanggungjawabnya kepada nasabah, sehingga mendapatkan kepercayaan 
serta memperoleh citra yang baik pada masyarakat. 
 Untuk pihak nasabah, diharapkan kedepannya dalam menjalankan 
perjanjian harus melihat secara detail isi daripada perjanjian, sehingga ketika 
dirugikan dapat langsung melakukan langkah hokum kepada pihak bank. 
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